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ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS OPERASIONALPOLDA
SULTRA DALAM UPAYA PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT

Suardi
Universitas Terbuka
suardi.basri@yahoo.co.id

Kata-Kata Kunci: Tugas Operasional Polda, Pembinaan dan Kantibmas

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan pelaksanaan tugas
operasional Kepolisian Daerah Sulawei Tenggara (Polda Sultra) dalam menciptakan
keamanan dan Kketertiban masyarakat, (2) mengetahui faktor-Faktor yang
menghambat pelaksanaan tugas operasional Polda Sultra dalam menciptakan
keamanan dan ketertiban masyarakat, dan (3) mengetahui stratégi-yang digunakan
Polda Sultra dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian iniergolong dalam penelitian kualitatif)-defigan menggunakan
metode survei yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan pelaksanaan tugas
operasional Kepolisian Daerah Sulawei Tenggara (Polda Sultra) dalam menciptakan
keamanan dan ketertiban masyarakat. Informan penelifian ini terdiri dari 9 orang dari
masing-masing satuan operasional Polda Sultra. Instrumen dalam pengumpulan data
berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Prosedur pengumpulan data dilakukan
melalui (1) inventarisasi data sekunder, (2).penibuatan draf kasar pedoman dan (3)
analisis data guna menjawab permasalahan penelitian ini. Analisis data dilakukan
secara kualitatif-deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkambahwa Tugas operasional Kepolisian Daerah
Sulawesi Tenggara dalam menCiptakan keamanan dan ketertiban masyarakat belum
maksimal. Hal ini dapat dilihat dari” meningkatnya sejumlah kasus seperti pencurian
dan pemberatan naik 85 kasiis dan pencurian kendaraan bermotor naik 18 kasus dari
tahun 2006 hingga tahun 2007, kasus illegal loging walaupun mengalami penurunan
tatapi frekwensi kejahatan ini masih tergolong tinggi, meningkatnya korban
kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia, luka berat maupun luka ringan.
Hambatan pelaksanaan pembinaan Kamtibmas di Sulawesi Tenggara yaitu, aspek
sumber daya kepolisian yang kurang memadai, kondisi georafis yang sulit dijangkau
oleh karena keadaan alam dan arus komunikasi yang tidak lancar dan terbatasnya
fasilitas sarana dan prasarana. Strategi dalam pembinaan Kantibmas yaitu membina
dan bermitra dengan masyarakat dan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan
Tokoh Agama melalui jalur (1) K31 (Komunikasi Kendali Komando dan Informasi),
(2) Forum Silaturahmi Kamtibmas, (3) Memanfaatkan petugas babin Kamtibmas, (4)
Adanya perpolisian masyarakat, dan (5) jalur komunikasi sosial yang ada di
lingkungan masyarakat.
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ABSTRACT

AN ANALYSIS OF POLICE OPERATIONAL DUTY IMPLEMENTATION
IN REGULATING SOCIETY’S CONDUCIVE ATMOSPHERE AND
SECURITY

SUARDI
UNIVERSITAS TERBUKA
suardi.basri@yahoo.co.id

Key Words: Operational Duty, Police, Society’s Conducive Atmosphere and
Security

This study is purposed to: (1) describe of police operational duty in South
East Sulawesi Resort in creating a conducive atmosphere and security, (2) find out
the obstacle factors in creating a conducive atmosphere and security, (3) find out the
strategies to be used in creating society’s conducive atmosphere\and security in South
East Sulawesi.

This study is qualitative research using survey metliod in effort to describe of
police operational duty in South East Sulawesi Resort in creating a conducive
atmosphere and security. The informants of this Study Consisted of 9 persons which
come from each operational unity in South East”Sulawesi police resort. The
instrument used to collect data is interview guide and documentation. The procedure
in colleting data is as folows: 1) making inveiitory of secondary data, 2) creating raw
draft outline, and 3) analyzing data to answer the problem addressed. Data analysis is
done by using descriptive qualitative method.

The result of study indicated that operational duty of police in Southeabt
Sulawesi regency in creating peace and security have not optimal done. It could be
seen at the increasing of a number of cases, such as robbering raised 85 cases and
motorcycle robbery increased 18 cases from the year 2006 to 2007, illegal logging,
though it was perceived lower than before, but it is still categorized as hight case, the
increasing the victim—of traffict. The challenge of implementation Kamtibmas
illumination in Southeast Sulawesi is come from the aspect of police human resource,
geographic condition which difficult to reach because of natural situation,
communication access, and devices are limited. The strategy in illumintaing
Kamtibmas is making a relation to society and leader of society, leader of tribe, and
leader of religion through: (1) K3I (control of command communication and
information) (2) Kamtibmas forum, (3) signifying the babin Kamtibmas security, (4)
policing society, and (5) social communication lines in social environment.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia
a. Pengertian Kepolisian Negara RI

Berdasarkan petunjuk teknis Kapolri nomor 11/ IH / 1993 Tanggal 1 Maret 1993
dijelaskan bahwa: Polisi dari aspek Filosofis bahwa Pancasila sehagai falsafah dan
ideologi negara merupakan sumber dari segenap nilai-nilai, asas-asas, kaidah-kaidah
yang menjadi pedoman dan penuntun bagi pelaksanaan-tugas‘dan wewenang Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, pelindung
dan pembimbing masyarakat serta alat miegara yang bertugas menyelenggarakan
keamanan dalam negeri.

Dengan mengutip dalam petunjuk teknis Kapolri nomor 1320/ VIII/ 1998
‘Tanggal 31 Agustus 1998 dijelaskan bahwa: Nilai-nilai Pancasila telah dijabarkan
kedalam Tribarata dan“catur Prasetya, Tribarata yang menjadi pedoman hidup setiap
anggota polri danCatur' Prasetya yang menjadi penuntun bagi pelaksanaan tugas Polri,
sehingga penyusun Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan
memberi peluang bagi penuangan nilai-nilai Pancasila, Tribarata dan catur Prasetya
dalam suatu rumusan normatif sehingga lebih menjamin terbentuknya jati diri anggota

Polri yang utuh dan paripurna dalam mengembangkan tanggung jawab profesi sebagai
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penegak hukum, pengayom, pelindung serta pelayan masyarakat yang dibutuhkan dalam
pembangunan bangsa.

Satjipto Raharjo (1997:2) mengemukakan bahwa masyarakat mengharapkan
kondisi Kamtibmas yang baik. Oleh karena itu, masyarakat sangat mendambakan sosok
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sempurna dalam arti memiliki dedikasi,
intelektual, profesionalisme, dan integritas yang dapat di andalkan.

Selanjutnya, Satjipto Raharjo (1997:11) mengemukakan bahwa untuk memenuhi
tuntutan dan harapan masyarakat tersebut, perkembangan. dan penyempurnaan
kepolisian merupakan suatu keharusan. Di mana kepolisian-dituntt untuk menampilkan
kemampuan yang handal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Hal ini selaras dengan
amanah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu terwujudnya sosok jati diri
kepolisian yang dicita-citakan dalam ._tatanan kehidupan masyarakat Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Fungsi Kepolisian Negara'RI

Roesmanhadi (1998:25) mengemukakan bahwa fungsi Polisi Negara Indonesia
meliputi dimensi yuridis dan sosiologis, yang pada dasarnya adalah fungsi penegakkan
hukum yang .melekat’ pada fungsi pemerintah negara dan dibentuk pula oleh
pertumbuhan dan perkembangan dalam tata kehidupan masyarakat itu sendiri.

a) Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis, meliputi:
1) Fungsi Kepolisian Umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian negara Republik

Indonesia scbagai lembaga pemerintah negara.

2) Fungsi Kepolisian Khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus, sesuai
un -undang yang menjadi dasar hukumnya.

10
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Fungsi Kepolisian ini dapat dibedakan lagi atas:
(@) Fungsi Kepolisian Yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi/ menegakkan
tindakan-tindakan yudikatif,
(b) Fungsi Kepolisian Administratif, yakni khusus untuk mengawasi/
menegakan tindakan-tindakan administratif,
b) Fungsi Kepolisian dalam dimensi sosiologi yaitu, berupa rumusan fungsi kepolisian
yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan
berkembang dalam tata kehidupan masyarakat.

¢. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kunarto (1999:628) mengemukakan bahwa pétan.Polri sebagai alat negara
penegak hukum. Polri merupakan bagian dari Gfinie Justice System yaitu selaku
penyidik yang memiliki kemampuan menegakan hukum (represif) dan kerjasama
kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Di samping itu,
Polri juga berkoordinasi dengan(petugas penyidik pegawai negeri sipil. Penegakkan
hukum ini dilaksanakan dalam‘rangka menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian
hukum termasuk menjaga\ moral guna terwujudnya tertib hukum dalam masyarakat.
Aktualisasi peran'ini, adalah: (a) menguasai dan mahir dalam hukum acara pidana dan
perdata schingga ‘mampu bersaing secara akademis, sekaligus dapat mengeliminir
pemikiran negatif masyarakat bahwa Polri hanya mengedepankan kekuasaan serta
wewenang belaka, dan (b) mampu mencegah pelanggaran bhukum, dengan cara

mengintensifkan pembinaan mental.
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Sehubungan dengan peran di atas, Kunarto (1999:632) mengemukakan bahwa
Polri telah bertekad membenahi performance dalam menjalankan tugas yang meliputi:
performance perorangan, performance kesatuan, dan performance operasional. Tujuan
pembenahan ini adalah untuk membentuk Polisi yang memiliki integritas, profesional,
bersih, berwibawa dan dicintai rakyat. Pembenahan ini memerlukan proses yang lama
dan dukungan dari semua pihak termasuk dukungan masyarakat. Pembenahan dilakukan
sejak penerimaan Polisi yaitu menumbuhkan rasa bangga menjadi anggota kepolisian,

Menurut Da’i Bachtiar (2005:178), yang menjadi prioritas.dalam membangun
sistem administrasi Polri adalah membangun kesadaran hukimy seluruh anggota Polri
yang terkait dengan sistem manajemen personil Polri: Sedangkan sistem manajemen
personil Polri adalah merupakan subsistem terpenting dan sistem administrasi (atau
manajemen) Polri yang menyeluruh. Sistim administrasi kepolisian bukan berada dalam
keadaan yang statis, tapi dalam lingkungan’ politik, ekonomi dan sosial budaya yang
saling mempengaruhi dan saling terkait satu sama lain.

Bagi polri, keadaan lifigkungan yang tidak kondusif tidak boleh dijadikan alasan
untuk ikut terlibat ‘dalam” pelanggaran hukum, baik bidang operasional ataupun
pembinaan, karena Polri adalah salah satu alat negara penegak hukum. Kesadaran
hukum menyangkut semua anggota Polri. Oleh karena itu, sistim administrasi kepolisian
atau manajemen sumberdaya manusia personil Polri perlu mendapat perhatian khusus.
Sebab kunci keberhasilan polri dalam mencapai tujuan, pelaksanaan tugas pokok, tuga-
tugas dan wewenang seperti yang diatur dalam perundang-undangan, terletak pada

penampilan, kinerja dan perilaku anggota Polri terutama di lapangan.
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Sutanto (2007:21) menyatakan bahwa pada era reformasi sekarang ini,
masyarakat sangat mendambakan terwujudnya kehidupan yang lebih demokratis,
pemerintah yang bersih dan transparan, serta meningkatnya kinerja aparat yang
profesional, taat hukum, adil bijaksana dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam
menjalankan tugasnya. Tuntutan masyarakat yang demikian itu dapat dipahami,
mengingat masyarakat mendambakan kehidupan yang lebih tentram dan damai.
Tuntutan masyarakat tersebut juga mencerminkan besarnya keinginan rakyat untuk
menjadikan Polri sebagai satu-satunya pelaksana tugas polisional. Memahami tentang
pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang.dilakukan oleh Polri,
masyarakat secara umemn cenderung tidak mau mendéngar penjelasan tentang berbagai
proses dari upaya yang telah dilakukan Polri. Masyarakat lebih menginginkan hasil yang
nyata dan tentunya hasil kerja Polri tidak selale'dapat memuaskan semua masyarakat.
Polri tidak perlu berkecil hati, tetapi.justru harus dijadikan pemicu untuk mau membawa
Polri menjadi organisasi yang-dipercaya masyarakat dalam memberikan pelayanan,
perlindungan, pengayoman dan‘menegakkan hukum memelihara Kamtibmas.

Sutanto (2000:3) mengemukakan bahwa Polisi harus utuh dan perlu dijaga
adalah kebersaimaan dalam menegakkan dan menjaga disiplin. Sebagai pelaksana hukum
di lapangan yang tugas sehari-hari selalu bersentuhan dengan masyarakat dan diawasi
langsung oleh masyarakat, terutama yang menonjol dalam pengawasannya adalah hal-
hal yang menjadi kekurangan kelemahannya. Disinilah yang menjadi tantangan bagi

Polri di dalam mewujudkan tatanan masyarakat sipil atau civil society.
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Sejalan dengan pendapat di atas, fungsi dan wewenang Polri Sutanto (2000:5)
mengenukakan bahwa untuk menjadi masyarakat adalah kita perlu merubah kultur Polisi
dari militeristik menjadi Polisi Sipil, tanpa meninggalkan disiplin yang telah ada.
Tindakan disiplin tetap diberlakukan, hukuman harus tetap berlangsung, mentalitas
anggota Polisi harus dibenahi, loyé]itas dalam melaksanakan tugas dan jabatan bukan
loyal terhadap diri pribadi pimpinan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut,
semua Polisi harus bertanggung jawab, dan jabatan sebagai taruhan. Selain itu penilaian
terhadap Polisi adalah dari masyarakat, baik buruknya pimpinan yang menilai anggota.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kerja sama, s€émangat kebersamaan harus
ditanamkan pada diri masing-masing.

2. Fungsi Operasional Kepolisian

Kunarto (1993:15-104) menjelaskan” bahwa fungsi Polri dalam bidang
Operasional adalah: Pertama, Antelkam Polri meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat dalam bentuk penériiban surat ijin, surat keterangan dan rekomendasi.
Bagian partisipasi masyarakat di bidang Intelkam Polri apabila pemohon mengajukan
permohonan untuk. Kegiatan yang mempunyai lingkup nasional atau internasional.
Bagian Pammasbang bidang Intelkam Polri, apabila pemohon mengajukan permohonan
terhadap kegiatan yang mempunyai lingkup satu daerah provinsi, satuan Intelkam Polri
pada satuan Polresta apabila pemohon mengajukan permohonan untuk kegiatan yang
mempunyai lingkup satu daerah kabupaten/walikota, Kapolsek, apabila pemohon
mengajukan permohonan untuk kegiatan yang mempunyai lingkup satu wilayah
kecamatan serta letak Polsek jauh dari kedudukan Polresta dimana relatif sulit/lama
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untuk dijangkau (Polsek seberang Pulau, Polsek di atas pegunungan/puncak). Kedua,
Reskrim Polri, jenis pelayanan yang diberikan adalah bidang Pendidikan dan
penerimaan laporan. Reskrim penerimaan laporan pada kesatuan Polresta dan Polsek di
laksanakan oleh anggota sentra pelayanan kepolisian (SPK). Ketiga, Samapta Polri, jenis
pelayanan Samapta meliputi: fungsi Sabara, menerima laporan. Keempat, Binamitra
Polri, jenis pelayanan yang dilakukan adalah memproses penerbitan kartu tanda anggota
satpam yang diajukan/diusulkan dari Polresta dimana satpam yang bersangkutan
berdomisili atau bertugas.

Kelima, Lantas Polr, jeris pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah
registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bérmotor. Fungsi yang diemban
adalah menerima pendaftaran kepemilikan kendaraan, menguji pengemudi secara teori,
menguji praktek calon pengemudi, pelayanan pengambilan photo dan Sidik ibu jari
tangan kanan, dan melayani pengambilan SIM.

Pembaharuan Undang-Undang Kepolisian Negara RI yakni UU Nomor 2 Tahun
2002 tentang KepolisianNegara'dalam pasal 2 menyebutkan: fungsi kepolisian adalah
suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanaan dan ketertiban
masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat. Fungsi kepolisian dalam pasal 2 di atas menjadi tugas pokok bagi
Kepolisian Negara RI (pasal 13). Tugas pokok tersebut diperinci dalam tugas Polri
(pasal 14) antara lain: (1) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
hukum dan peraturan perundang-undangan. Pembinaan masyarakat sebagai salah satu
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fungsi utama, disamping “represif” dan “preventif” istilah pembinaan masyarakat sering
pula menggunakan “Preventif” tidak langsung yang tujuannya adalah terutama agar
anggota masyarakat menjadi Law Abiding Citizen. Dalam pasal 14 ini dalam ayat (1)
dinyatakan bahwa Polri melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis
terhadap kepolisian khusus, PPNS dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Apang Y Sisworo (2006:8) mengemukakan bahwa fungsi Polisi di masyarakat
adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang berkaitan dengan
pelayanan Polisi tugas pokok kepolisian dalam pasal 13 UU nomor 2. Tahun 2002 adalah
memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukuni) memberikan perlindungan
pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Dengati kata lain kegiatan-kegiatan
Polisi berkenaan dengan fenomena sosial yangada daiam kehidupan masyarakat yang
dirasakan sebagai beban/gangguan yang menigikan masyarakat. Dengan prinsip tersebut
di atas, masyarakat mengharapkan adanya perubahan dari Polisi yang antagonis (polisi
peka terhadap dinamika kehidupan masyarakat dan menjalankan gaya perpolisian yang
bertentangan dengan masyarakatitya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap
dinamika perubahan tnasyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikan ke dalam tugas-
tugasnya) atau yangicocok dengan masyarakatnya.

Sehubungan dengan pemahaman operasional Polri, Kunarto (2000:25)
menjelaskan bahwa profesionalisme sesuai dengan kebijakan pimpinan Polri
mengandung tiga unsur yang melekat pada jati diri Polri, yaitu: pertama, kualitas
individu yang berkualitas, yang mampu dan terampil dalam tugas, ahli dibidangnya dan

mahir di bidang hukum. Kedua, mandiri dalam artinya mampu menyelesaikan perkara-
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perkara dengan cepat dan baik tanpa campur tangan pihak lain dalam mencapai tujuan
organisasi Polri. Kefiga, mentalitas yang tangguh adalah yang tanggap dan antusias
menanggulangi penyimpangan-penyimpangan yang ada dengan sikap yang terpuji dan
tetap diliputi oleh nuansa hukum, karena bagaimana pun sikap mental prajurit Polri yang
tangguh itulah yang diharapkan menjadi totalitas kepribadian dengan dijiwai oleh nilai-
nilai kejuangan dan di wujudkan dalam tugas pengabdiannya sebagai pencegah

kemungkaran.

3. Peran Kepolisian Dalam Pembinaan Kamtibmas

Mas’ud (2004:11) menjelaskan bahwa Kamtibmas{adalah petugas Polri yang
bertugas disuatu kepolisian tingkat sektor yang mempunyai tanggung jawab sebagai
pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Dimana Polri di samping sebagai
pembina juga bertindak sebagai fasilitator\da katalisator bagi terwujudnya peran serta
masyarakat dalam mendukung tugas-tugas kepolisian dalam upaya preventif terhadap
timbulnya ancaman dan kerawanan, keamanan dan ketertiban.

Menurut Mas’ud.(2004:13), tugas-tugas dari Kamtibmas adalah membangun
kemitraan dengan\berbagai potensi dalam masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang
Kepolisian No. 2 Tahun 2002 pasal 3 ayat (1) pengembang fungsi kepolisian adalah
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, dan atau bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa. Séjalan dengan
itu sesuai perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berwenang

untuk memberikan petunjuk mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas
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pengamanan dalam bidang teknis kepolisian. Wujud kemitraan Polri dengan masyarakat
memberikan pendidikan dan latihan.

Sisworo (2006:17) mengemukakan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat
menjadi perioritas utama yang harus diatasi oleh pemerintah dan seluruh komponen
masyarakat yang ada guna menangkal setiap bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi.
Ancaman kejahatan merupakan suatu masalah yang sangat membutuhkan perhatian
khusus pemerintah, dalam hal ini diperlukan semacam payung kebijakan di bidang
Kamtibmas yang akan membawa dampak suatu perubahan situasi kamtibmas, maupun
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Kamtibmas.

Ishak (2004:11) mengemukakan bahwa Commaunity Policing atau pemolisian
komuniti adalah gaya pemolisian yang mendekatkan polisi kepada masyarakat yang
dilayani. Pemolisian komuniti didefinisikan scbagai cara pemolisian masyarakat, di
mana polisi bekerja sama dengan masyarakat dalam mengidentifikasi, menyelesaikan
masalah-masalah sosial dalam™masyarakat. Polisi bertindak sebagai katalisator yang
mendukung masyarakat untik/membangun dan menjaga keamanan di lingkungannya.
Pemolisian ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, akan tetapi untuk mencari dan
melenyapkan sumber kejahatan Community Policing juga dijadikan dasar para usaha
bersama antara masyarakat dengan kepolisian dalam menyelesaikan berbagai masalah
yang ada dalam masyarakat yang di lakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat di atas, Ishak (2004:15) mengemukakan bahwa dalam
meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan tanpa paksaan baik

melalui perorangan atau kelompok untuk menumbuhkembangkan kemampuan dalam
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menciptakan dan menjaga keamanan ketertiban masyarakat Community bukan hanya
sekedar penanganan pertama di tempat kejadian perkara. Penyuluhan kepada masyarakat
atau pembangunan sistem keamanan swakarsa, melainkan juga merupakan pelayanan
untuk menjaga dan menumbuh kembangkan hubungan baik antara polisi dengan
masyarakat dan dalam memberikan pelayanan berorientasi pada kebutuhan masyarakat
dan bekerja sama dalam penyelesaian berbagai masalah sosial yang ada dalam
masyarakat tersebut. Kondisi tersebut tentu tidak dapat disamakan antara satu daerah
dengan daerah lainnya, melainkan melalui berbagai faktor dalam masyarakat tingkat
lokal atau daerah.

Konsep peran kepolisian dalam pembinaan Kamitibmas, Sutanto (2006:39)
mengemukakan bahwa setiap upaya membentuk ‘kemitraan dengan masyarakat harus
diganti dengan pemahaman tentang arti ‘masyarakat”. Masyarakat memiliki arti yang
berbeda-beda untuk tiap-tiap orang, unit terkecil dari sebuah masyarakat adalah
kekeluargaan, lingkungan tetangga/ marga, dan lembaga-lembaga pendukungnya.
Masyarakat yang menjadi| tafiggung jawab petugas kepolisian harus merupakan sebuah
wilayah yang kecil dan secara geografis serta jelas batasnya. Daerah patroli polisi harus
diputuskan sedemikian rupa, sehingga karakteristik geografis dan sosial yang khas dari
wilayah tersebut, dapat dipertahankan. Dengan demikian memungkinkan polisi bisa
memberi pelayanan masyarakat secara efektif. Petugas patroli merupakan penyedia
utama layanan kepolisian dan paling banyak melakukan komunikasi dengan anggota

masyarakat.
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Menurut Sutanto (2006:44), dalam kegiatan perpolisian masyarakat, petugas
patroli memberi informasi kepada institusi kepolisian tentang hal-hal yang diperlukan
dalam kegiatan perpolisian. Keefektifan pelayanan masyarakat tergantung pada
Optimasi kontak positif antara petugas patroli dengan anggota masyarakat. Patroli
dengan mobil hanya merupakan salah satu metode untuk memberikan pelayanan
kepolisian. Kepolisian dapat menambah metode patroli mobil dengan mengutamakan
patroli jalan kaki karena dapat menghidupkan isolasi anggota patroli mobil dengan
masyarakat. Penambahan “kantor polisi kecil” atau pos polisi di wilayah tempat anggota
polisi bertugas juga akan membantu polisi lebih dekat dengan masvarakat.

Sejalan dengan pendapat di atas, konsep peran Kamtibmas dalam perpolisian
masyarakat dan operasionalisasi Polisi masyarakat. Sutanto (2006:8) mengemukakan
bahwa paradigma kepolisian sipil dicanangkan polri dalam implementasinya menuntut
setiap personil Polri selalu beroreintasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak
asasi manusia, serta membangun, kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. Kerja
sama yang harmonis tersebut-akan terwujud apabila reformasi kultural polri terus
dicanangkan pada upaya menambah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta
menetapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap
polri. Polisi masyarakat sebagai strategi baru yang ditetapkan polri merupakan salah satu
cara efektif untuk membangun kerja sama/ kemitraan polisi dengan masyarakat dan
sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan

tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi.
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Sutanto (2006:15) menjelaskan bahwa pemolisian masyarakat akan membantu
masyarakat mengedentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkaitan dengan
Kamtibmas dan pada akhirnya bersama polisi mencegah dan memberantas kejahatan.
Kemitraan Polisi dengan masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja dan tampilan
organisasi, dalam hal ini sejalan dengan kebijakan dan strategi Polmas dengan di
tetapkannya panduan pelaksanaan fungsi-fungsi operasional Polri. Dengan demikian,
pelaksanaan fungsi-fungsi kepolisian tidak hanya berhasil dalam sudut pandang profesi
tetapi juga mendapat legitimasi dari masyarakat yang dilayaninya. Legitimasi yang
dimaksud adalah kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap bangunan sistem
kepolisian yang kondusif. Dalam pelaksanaan Kamtibinas, Polri tidak dapat lagi
menentukan kebijakannya sendiri dalam pemeliharaan keamanaan dan ketertiban
masyarakat.

Dengan mengutip pendapat, Kunarto (1996:27), kemitraan yang profesional
dalam menelusuri sejarah, pertumbuban rakyat bangsa Indonesia menjadi satu bangsa
yang besar bukan disebabkan’ karena rakyat bangsa ini berasal dari satu suku atau
agama; atau berasal dari adat istiadat yang satu. Akan tetapi semangat persatuan dan
kesatuan, keamanan yang sama dan tekad bulat yang melandasi seluruh masyarakat
Indonesia, maka bangsa ini tumbuh menjadi bangsa yang maju melihat keadaan
masyarakat yang heterogen itu, kita senantiasa dihadapkén kapada sikap-sikap
kewaspadaan. Dimana bangsa kita yang dalam melaksanakan proses menuju
peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kondisi integrasi yang didorong

semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu upaya ke arah itu adalah menjamin

21

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41109.pdf

kemitraan Polri dengan masyarakat secara positif guna meningkatkan kadar kesadaran
hukum di kalangan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat diatas, Kunarto (1996:30) menjelaskan bahwa banyak
bukti yang menunjukkan bahwa dengan kemitraan yang profesional antara Polri dengan
masyarakat, segala sesuatu yang dapat mengganggu Kamtibmas bisa diredakan demi
pembangunan bangsa. Secara universal masyarakat bangsa Indonesia sangat
mendambakan situasi Kamtibmas yang mantap oleh karena itu kemitraan Polisi dan
masyarakat merupakan suatu keharusan yang dibutubkan.

Menurut Da’i Bachtiar (2005:181) bahwa pembinaarn masyarakat oleh kepolisian
dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi, sadar\litkum dan taat hukum (Law
Abiding Citizen). Tugas pokok Polri yang penting ‘sebagai syarat bagi “Community
Policing”, adalah membina masyarakat agar sadar dan taat hukum, walaupun tugas itu
sebagian besar merupakan tanggung jawab instansi-instansi pemerintah lain (seperti
Departemen Pendidikan Nasional,/Departemen Agama, Departemen dalam Negeri,
Pemda), organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, seperti alim ulama,
kepramukaan, organisasi wanita dan pemuda. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum
anggota Polri merupakan syarat bagi keberhasilan tugas pembinaan masyarakat, oleh
karena itu pernyataan Jenderal M. Yusuf pada Tahun 1978, bahwa anggota Polri “harus
mahir dibidang hukum dan yang pertama tunduk kepadanya”, tidak hanya tetap relevan
dewasa ini, tapi harus lebih mendapat perhatian dan ditingkatkan.

Menurut Anang Y. Sisworo (2006:16), masalah keamanan dan ketertiban

masyarakat (Kamtibmas) dewasa ini menjadi salah satu masalah terpenting yang harus
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diatasi oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat yang ada guna menangkal
setiap bentuk gangguan Kamtibmas yang terjadi di lingkungannya. Ancaman kejahatan
merupakan suatu masalah yang sangat membutuhkan perhatian khusus pemerintah,
dalam hal ini diperlukan semacam payung kebijakan dibidang Kamtibmas yang akan
membawa dampak suatu perubahan situasi Kamtibmas, persoalan pertama-tama terletak
bagaimana kita mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Kamtibmas
itu sendiri serta apa itu aman dan tidak aman, karena pada dasarnya sebagian dari
masyarakat kita menganggap bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat itu tidak perlu
dipikirkan karena semuanya itu merupakan tugas aparat kéamanan dalam hal ini Polri.
Perlu ditegaskan bahwa Kamtibmas itu pada dasarnya merupakan tanggung jawab
semua komponen masyarakat yang ada dan merupakan kebutuhan utama masyarakat itu

Menurut Ary Wahyono (2007:22), tanpaknya penanganan masalah Kamtibmas
belum terlihat adanya konsepsi dan-strategi pola pembinaan dan pengembangan Sistim
Keamanan dan Ketertiban<Masyarakat (Siskamtibmas) Swakarsa yang menyeluruh,
terarah dan terpadu.‘Sementara di lain pihak, masalah Kamtibmas belum dirasakan
sebagai suatu kebutuhan masyarakat. Masyarakat belum merespon terhadap kegiatan-
kegiatan Kamtibmas sebagaimana terlihat dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan Kamtibmas. Pengembangan Kamtibmas pada dasarnya merupakan bagian atau
sub sistem dari sistem pembinaan keamanaan dan ketertiban masyarakat adalah sistem
yang bersifat swakarsa, yaitu merupakan perwujudan dari sistem pertahanan keamanan

rakyat.
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Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Anis Angkawijaya (2005:23), dalam
menyelenggarakan Kamtibmas dilakukan melalui pendekatan pengelompokkan
lingkungan. Artinya bahwa upaya melakukan pembinaan dan pengembangan
Kamtibmas hakikatnya adalah upaya membangun daya tangkal dan daya cegah agar
masyarakat memiliki kesadaran keamanan dan ketertiban sehingga menjadi “polisi” bagi
dirinya sendiri. Aspek perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat perkotaan yang
berkaitan dengan penerapan sistem keamanan ketertiban masyarakat. Selanjutnya dari
kajian ini diharapkan dapat dirumuskan varibel-variabel perubahan sosial dari
pengembangan sosial yang perlu diperhatikan dalam mielakukan penerapan sistem

Kamtibmas baik dalam lingkungan masyarakat perkotaar maupun perdesaan.
4. Kamtibmas Sebagai Strategi Sasaran Pembangunan Nasional

Konsep lainnya mengenai pembelaati Negara dapat ditemukan dalam UU No 2
tahun 2002 pasal 27 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Kamtibmas merupakan salah satu
usaha untuk mewujudkan pembelaan negara dan kekuatan pembinaan Kamtibmas yang
bersumber dari aparat-pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Pelaksanaan keamanan
dan ketertiban adalah bagian integrasi dari pelaksanaan pemerintahan yang menjaga
kestabilan baik dari segi pemerintahan maupun kemasyarakatan, schubungan dengan hal
tersebut dalam pelaksanaan menagemen pemerintahan tetap berdasarkan pada hak dan
kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Karena setiap
warga negara Indonesia ikut dalam pembelaan negara, untuk merealisasikan hal tersebut
di atas, Polisi memerlukan keterampilan khusus baik dari aspek teoritis maupun

operasional.

24

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41109.pdf

Sejalan dengan pendapat di atas, Agus Mokodompit (1990:5) mengemukakan
bahwa kemantapan ketahanan nasional yang tangguh dalam melaksanakan
pembangunan dituntut kehadiran para pengelolah atau manager dengan disiplin nasional.
Hal ini pada hakikatnya adalah pernyataan sikap mental dari individu maupun
masyarakat yang mencerminkan ketaatan, kepatuhan yang di dukung oleh kesadaran
untuk menunaikan tugas dari kewajiban, disiplin nasional yang bermula dari disiplin
pribadi harus ditanamkan melalui proses pendidikan dan sosialisasi

Dalam kaitannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Sarwoto (1983 (89-
90) mengemukakan bahwa Indonesia sebagai negara yaig sedang berkembang tetap
mengupayakan peningkatan taraf hidup yang pada-gilirannya akan memenuhi tingkat
kebutuhan seperti dirumuskan oleh Abraham Maslow, dalam lima golongan yakni, (1)
kebutuhan yang bersifat fisiologi, (2) kebutuhan akan keamanan, (3) kebutuhan sosial,
(4) kebutuhan akan prestise, dan (5)kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, Kunarto (1998:129) mengemukakan
bahwa berbagai agenda perubahan, Polisi selalu berada dalam posisi dilematis. Di satu
sisi Polisi membutuhkan biaya mahal tanpa fungsi yang jelas dan penyidikan kejahatan
yang bersifat \pencegahan semuanya dianggap meragukan. Oleh karena itu bisa
dimengerti selama tahun 1980-an saat kejahatan dan biaya kegiatan Polisi naik begitu
tinggi. Di sisi lain, Polisi berada di bawah tekanan politik kritis untuk menunjukkan
kinerjanya agar sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Oleh karena itu, dalam konteks

ini Polisi dinilai berdasarkan tiga kriteria: efektifitas, efisiensi, dan kejujuran.
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Menurut Kunarto (1998:122), efektifitas dinilai dalam segi apakah kepolisian
mencapai tujuan mereka didirikan. Masyarakat umum akan mengatakan hal ini berarti
peningkatan Kamtibmas secara sederhana, ukuran -efektifitas Polisi menuntut
pengurangan data kejahatan. Efisiensi terkait dengan pembiayaan dari apa yang
dilakukan Polisi dihubungkan dengan apa yang capai. Pertanyaan ini bukan apa yang
sudah dicapai kepolisian tetapi apakah pembiayaan dari apa yang dilakukan terdapat
upaya minimalisasi?. Efisiensi dan efektifitas secara berturut-turut terkait dengan biaya
dan keuntungan-keuntungan dari kegiatan Polisi. Meskipun keduanya harus dilihat
dengan penelitian penampilan, pada saat tertentu setiap kepoiisian mungkin memberikan
perhatian yang lebih besar kepada yang salah satunya kejujuran berada diantara kategori
pertama dan mungkin merupakan masalah paling peka bagi masyarakat umum.

Menurut, Kunarto (1998:134), kejujuran dimaksudkan apakah Polisi
memperlakukan masyarakat sepantasnya, secara hukum dan moral, serta bertindak
efisien dan efektif dalam mengegah.Kejahatan. Efisiensi berhubungan dengan melakukan
sesuatu dengan benar dan‘kejujuran berhubungan dengan memperlakukan masyarakat
dengan benar. Jadi kinerja kepolisian harus memperlihatkan efektifitas, efisiensi dan
kejujuran agar masyarakat tidak bersikap skeptis.

Dalam penjelasan, Kunarto (1996:32) mengemukakan bahwa sejalan dengan tata
nilai budaya bangsa kita, maka sudah barang tentu kita melestarikannya. Kamtibmas
sebagai kebutuhan utama dalam rangka menunjang suksesnya pembangunan nasional.
Dalam sejarah sukses bangsa kita melaksanakan pembangunan, kamtibmas sangat

menunjang keberhasilan pembangunan di segala aspek kehidupan. Semangat
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pembangunan sekecil apapun nilainya akan semakin berarti jika diimbangi dengan
tanggung jawab terhadap situasi Kamtibmas yang mantap dan terkendali. Keberhasilan
pembangunan yang kita nikmati sekarang ini bukan semata didorong oleh adanya
keinginan untuk maju, tetapi peranan Kamtibmas yang diemban Polri serta masyarakat
melalui tekad pengabdian yang mulia. Kamtibmas berfungsi sebagai jembatan menuju
keberhasilan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum.

Menurut Kunarto (1996:42), suka dan duka berbaur dan harus dialami oleh
petugas Polri di medan kerja. Panas atau dingin, hujan atau kemarau bukan penghalang
dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai petugas yadilg “m¢éngabdikan diri bagi
kepentingan bangsa. Di kota besar, kota sedang, kotavkecil bahkan di kota yang jauh
keramaian Pak Polisi kita siap mengabdikan ‘diri, termasuk di Pos-pos yang ada di
gerbang masuk yang mungkin sangat jauh.dafi kesibukan para warga kota. Tugas
pengabdian Pak Polisi berpijak pada‘\kebutuhan bangsa kita dalam memacu laju
pembangunan nasional sejalan’dengdn itu, maka sikap masyarakat atas pengabdian Polri
harus diarahkan pada usaha<usaha keterbukaan dan pemahaman. Masyarakat tidak boleh
diam apalagi sampai membebani bangsa ini atas timbulnya gangguan karena kelengahan
dari warga masyarakat itu sendiri. Masyarakat dituntut lebih aktif dalam membantu
tugas-tugas Polri guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang mantap.

Kunarto (1996:47) mengemukakan bahwa keamanaan dan ketertiban masyarakat
terjamin, pembangunan nasional pun akan berjalan dengan lancar. Maka tidak ada
pilihan lain bagi kita untuk tetap konsisten dan bersikap jujur dalam rangka

mengabdikan diri, berdisiplin tinggi, menaati peraturan yang berlaku serta meningkatkan
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kadar kecintaan terhadap situasi Kamtibmas. Tidak terkecuali pada sektor mana, akan
tetapi Polri nyata-nyata telah berbuat yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Hasilnya juga sudah dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat luas, kini tinggal
bagaimana kita memantapkan pengabdian itu sebagai satu kekuatan dalam pembangunan
Kamtibmas di negara kita yang kita cintai.

Sebagai renungan, hasil penclitian yang dilakukan Agus Dwiyanto (2003:83)
yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan oleh birokrat (termasuk Polisi) di
Indonesia masih rendah. Pelayanan yang efisien, transparan, pasti’dan adil belum
berhasil diwujudkan atau dengan kata lain gagal mereSpon-dinamika yang terjadi.
Akibatnya muncul banyak praktek kolusi, korfupsi dan nepotisme dalam
penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat,” Praktek di atas, akan sangat
merugikan masyarakat pengguna jasa. dan/ hal ini dapat membuat kepercayaan
masyarakat tidak utuh lagi. Pelayanin yang buruk ini adalah akibat kompleksitas
permasalahan misalnya buruknya-tingkat pengambilan inisiatif, tidak adanya sistem
insentif untuk melakukan ‘tugds-tugas pekerjaan serta tingginya tingkat ketergantungan
pegawai/aparat pada‘aturan formal dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas-tugas
pelayanan. Ketergantungan pada peraturan dan petunjuk pimpinan tidak akan
mendorong lahirnya kreativitas dalam pemberian pelayanan, namun petugas cenderung
bersifat menunggu perintah pimpinan. Dampe_lknya, pelayanan menjadi kaku, tidak
inovatif schingga pemerintah tidak mampu dengan segera mengkomodasikan

kepentingan masyarakat yang selalu berkembang.
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Menurut Sutanto (2007:24), pembinaan dan pengembangan sistem pembinaan
Kamtibmas merupakan bagian yang tidak terpisahakan dan upaya pembangunan
nasional pada umumnya. Artinya keberhasilan pembangunan tidak dapat dipisahkan
dengan situasi dan kondisi dimana masyarakat merasa aman dan tertib dalam
kehidupannya. Situasi dan kondisi aman, tentram, damai dan tertib merupakan variabel
penting dalam proses pembangunan bangsa. Pembangunan merupakan suatu proses
perubahan dan dinamika masyarakat yang berlangsung secara berkesinambungan ke
arah perwujudan situasi dan kondisi kehidupan yang lebih baik.-Dalam realitas setiap
perubahan dan dinamika masyarakat selalu mengandunz- kerawanan-kerawanan,
ancaman stabilitas keamanan dan pelbagai bentuk kelas<kelas sosial.

Sejalan dengan pendapat di atas, Sufanto (2007:27) mengemukakan bahwa
kondisi dan situasi merupakan indikator bahwa perubahan yang diakibatkan oleh
pembangunan membutuhkan adanya situasi kebijaksanaan pemerintah, atau usaha dari
masyarakat atau kelompok inasyarakat untuk dapat memelihara dan meningkatkan
sistemn keamanan. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk ikut terlibat dalam proses
pembangunan. Masyarakat diberi peranan dan tanggung jawab agar memiliki daya
tangkal, daya cegah dan antisipasi dini terhadap adanya dinamika perubahan situasi dan
kondisi Kamtibmas dilingkungannya. Dalam bahasa yang lebih “Populer” apa yang

disebut sistem keamanan masyarakat.
5. Kepatuhan dan Kesadaran Hukum

Berbagai program penyuluhan hukum yang dilakukan selama ini terhadap

masyarakat luas terutama yang berada di Desa-Desa dengan target terciptanya
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masyarakat sadar hukum (Kadarkum) kelihatannya sesuatu yang baik dan ideal. Namun
haruslah difahami bersama bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan
kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri.

Sofyan Lubis (2009) mengatakan bahwa kepatuhan hukum pada hakikatnya
merupakan kesetian seseorang atau subyek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan
dalam bentuk prilaku yang nyata, sedang kesadaran hukum masyarakat masih bersifat
abstrak belum merupakan bentuk prilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak
hukum itu sendiri. Banyak diantara anggota masyarakat sebenamya sadar akan perlunya
penghormatan terhadap hukum baik secara “instinktif” maupur secara rational namun
mereka cenderung tidak patuh terhadap hukum. Kebudayasn hukum yang berkembang
dimasyarakat kita ternyata lebih banyak mencerminkan bentuk prilaku opportunis yang
dapat diibarat mereka yang berkenderaan berlalu lintas di jalan raya, ketika lampu merah
dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara “mereka” nekat tetap
jalan terus dengan tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah yang sedang
menyala.

Apakah dengarn begitu mereka yang melanggar lampu merah itu kita katakan
tidak sadar hukum dan/atau tidak mengerti apa sebenarnya fungsi keberadaan lampu
pengatur lalu-lintas yang ada disimpang-simpang jalan?, terlalu prematur kita katakan
mereka tidak sadar hukum. Mereka sebenarnya sadar tentang perlunya peraturan berlalu-
lintas di jalan raya dan lebih dari itu mereka juga sadar telah melanggar lampu merah,
tapi masalahnya mereka tidak patuh terhadap peraturan itu. Dan ada lagi sebagai

illustrasi kasus seorang anak bangsa di negeri ini yang baru saja melakukan yel-yel
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(demonstrasi) dengan agenda “tegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, hukum
pejabat yang korup serta konglomerat hitam” namun ketika seorang anak bangsa
tersebut usai demostrasi dan bergegas pulang kebetulan di tengah jalan kena razia
(cegatan Poltas) dan anak bangsa tersebut kebetulan tidak membawa SIM, malah
mengajak Polisi Lalulintas untuk 86, kata lain untuk “dimengerti” diselesaikan diluar
jalur hukum.

Tampaknya ilustrasi kasus tersebut merupakan representasi dari kebudayaan
hukum di Indonesia. Sebagian besar masyarakat kita sadar akan.perlunya hukum dan
penghormatan terhadap hukum itu dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, namun
kenyataannya masyarakat cenderung tidak patub pada hukum. Bahwa kesadaran
seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang tersebut patuh
pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lainnya yang mempengaruhinya.
Kepatuhan hukum merupakan dependen variabel maka untuk membangun masyarakat
patuh hukum perlu dicari indépendén variabel atau intervening variabel agar program
Pemerintah yang menghendaki” terciptanya masyarakat sadar hukum hasilnya dapat
dilihat dalam bentukkepatuhan masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri, sehingga
tidak diperlukan alat pemaksa (kekuasaan cq Polisi) yang membuat masyarakat takut
agar mereka patuh pada hukum.

Namun disisi lain ternyata tidak sedikit pula dalam kenyataannya para Penegak
Hukum kita yang tergolong dalam catur wangsa yang dalam melakukan tugasnya
menegakkan hukum terutama dalam hukum pidana materiil (KUHP dan Peraturan

Perundang-undang lainnya yang mengandung sanksi pidana) justru dilakukannya
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dengan jalan melanggar hukum pidana formil (KUHAP dan Hukum Acara Pidana
lainnya) baik itu disengaja ataupun “tidak disengaja”, kenyataan ini dapat
mengindikasikan sekaligus memberi kesan kuat kepada masyarakat bahwa proses
penegakan hukum di Negara kita masih dilakukan dengan setengah hati sekalipun itu di
jaman era reformasi ini yang katanya mengedepankan hukum sebagai “panglima”.
Kenyataan ini semakin memberi kesan kuat kepada masyarakat luas bahwa “penegak

hukumpun” di negeri ini “tidak patuh pada hukum”.
B. Kerangka Berpikir‘

Polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus’ objek yang tidak dapat
dipisahkan. Polisi lahir karena ada masyarakat, masyarakat butuh polisi, guna menjaga
ketertiban, keamanan dan keteraturan. Bolehjadi suatu negara tidak memiliki salah satu
angkatan perang, tetapi tak satupun negara tak memiliki angkatan kepolisian, selaku
penertib, pengayom, dan penegak/hukum negara. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
ayat (1) huruf abdan huruf\¢ bahwa pelaksanaan fungsi kepolisian sesuai dengan
perundang-undangan -yakni “sebagai abdi masyarakat, pegawai dan pelindung
masyarakat, alat\n€gara mempunyai kemampuan deteksi dini terhadap berbagai
tindakan yang dapat menimbulkan rasa tidak tentram dalam masyarakat.

Surat Keputusan Kapolri No. 1320/ VIII/ 1998 Tanggal 31 Agustus 1998
memberikan dasar bagi kepolisian untuk melakukan tindakan preventif guna secara
cepat dan tepat meminimalisir kesempatan negatif masyarakat dalam melakukan

tindakan kejahatan atau pelanggaran. Disamping itu, melalui SK Kapolri ini kepolisian
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dapat melakukan tindakan represif dalam memburuh setiap kejahatan secara etis dan
profesional.

Tugas operasional kepolisian seperti dijelaskan dalam SK Kapolri di atas, secara
khusus dilakukan oleh bidang Binamitra Polri. Binamitra disamping melakukan tugas
pembinaan kepada masyarakat, ia juga melakukan kemitraan dengan masyarakat.

Kegiatan operasional kepolisian pada bidang Binamitra mencakup: pertama,
mengaktifkan petugas Bintara Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat
(Babinkamtibmas) dan bermitra dengan tokoh Masyarakat, Tokoh'Adat, dan Tokoh
Agama. Kedua, melakukan perpolisian masyarakat/polmas.” Keftiga, pembinaan
kepolisian khusus yaitu Satpam, Polisi Pamong Praja, Polisi Kehutanan, Petugas
Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pramuka dan organisasi sosial lainnya. Oleh
karena itu pembinaan dan kemitraan dengan masyarakat perlu adanya kerjasama guna
mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di dacrah Sulawesi Tenggara, dan didukung
sarana alat utama yaitu: mégaphone, senter, dan alat tulis. Kegiatan Binamitra
Kepolisian mengadakan|kdordinasi dengan perusahaan yang memiliki tenaga kerja
satpam dan melakukan kegiatan forum Silaturahmi Kamtibmas serta mewujudkan
terlaksana program dan pembuatan pos Kamling atau keamanan lingkungan (Ronda
Malam)

Konsep-konsep yang dikemukakan di atas selanjutnya dirangkum dalam

kerangka pikir penelitian berikut ini.
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Pemolisian
Masyarakat dan
Pembinaan melalyi
Kemitraan

C. Definisi Konsep dan Operasional

\ 4

Terciptanya
Kamtibmas

Berdasarkan Surat keputusan Kapolri nomor 433/VII /2006 Tanggal 1 Juli 2006

dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu secara

terorganisasi untuk mendapatkan dax menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang

‘masalah-masalah yang diliadapi kemudian disajikan kepada petugas operasional

kepolisian sebagai _bahan pengambilan keputusan kebijaksanaan. Petugas operasional

kepolisian sebagai pelaksana lapangan dan sekaligus ujung tombak penentu keberhasilan

penerapan dalam pelaksanaannya petugas operasional kepolisian juga diharapkan

mampu melaksanakan berbagai fungsi kepolisian termasuk fungsi pembinaan

masyarakat. Operasional kepolisian dalam pelaksana fungsi pembinaan keamanan dan

ketertiban masyarakat melakukan deteksi Indentifikasi dan analisa terhadap gejala awal

suatu kejadian yang belum terjadi seiring dengan dinamika dan perubahan masyarakat.
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Menurut Sutanto (2006:42), fungsi mengumpulkan bahan keterangan terhadap
dinamika dan perubahan masyarakat yang meliputi aspek statis dan aspek dinamis dalam
kehidupan masyarakat untuk menemukan gejala awal yang dapat menimbulkan
gangguan keamanan baik dari sumber terbuka maupun tertutup. Perannya sebagai
motivator dalam membangun kemitraan antara polisi dengan masyarakat dalam berbagai
hal termasuk bagaimana agar masyarakat bersedia memberikan informasi, juga sebagai
dinamisator dalam memberdayakan forum kemitraan Polisi masyarakat termasuk dalam
memberikan informasi kepada petugas operasional kepolisian.

Sutanto (2008:117) mengemukakan bahwa pemolisian masyarakat adalah sebuah
filosofi dan sebuah strategi yang mendorong terciptanya kemitraan antara maysrakat dan
polisi. Polisi dan masyarakat bekerja bersamassama sebagai mitra dalam
mengidentifikasi, masalah seperti tindak kejahatan” penyalahgunaan obat-obatan,
ketakutan akan tindak kejahatan, ketidak tertiban sosial dan seluruh kekurangan di
masyarakat dengan tujuan untuk menirigkatkan seluruh kualitas kehidupan masyarakat.

Sutanto (2008:120) mengemiukakan bahwa pemolisian masyarakat menuntut
adanya kemitraan dari kesc¢lurahan jajaran organisasi kepolisian terhadap pemolisian
masyarakat. Selain melaksanakan kegiatan pemolisian, Polisi harus menemukan cara
untuk mengekspresikan' pemolisian masyarakat dalam menyelesaikan suatau masalah.

Komponen utama pemolisian masyarakat adalah perfama, memberi pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat, proaktif dan reaktif dengan cara melibatkan masyarakat
secara langsung sebagai mitra. Kedua, polisi bekerjasama dengan masyarakat dalam
melakukan tugas patroli di lingkungan masyarakat. Ketiga, tanggap terhadap kejadian
tindak pidana baik yang bersifat preventif maupun represif. Keempat, kemitraan dan
pemolisian masyarakat saling menghargai keberadaan dan saling memberi dukungan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode
survei, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan secara deskriptif pelaksanaan tugas
operasional Polda Sultra dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Data dikumpulkan secara cross section dari responden dengan menggunakan pedoman
wawancara dan dokumentasi deri Polda Sultra guna menghasilkan konstruk atas
fenomena keamanan dan ketertiban masyarakat.
B. Informan Penelitian

Informan penelitian ini adalah 1 orang, Kapolda Sulawesi Tenggara (key
informant), 1 orang Kepala Operasional Propam; 1 orang kepala operasional Lalulintas,
1 orang Kepala Operasional Narkotika,\] orang Kepala Operasional Binamitra, 1 orang
Kepala Operasional Samapta;”} oréng Kepala Operasional Tindak Kriminal, 1 orang
Kepala Operasional Intelka Polri, 1 orang Kepala Operasional Personalia Polri, dan 15
orang warga masyarakat yang dikenai dampak operasional terutama dalam kasus-kasus

penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dan Narkoba.
C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah berupa
data sekunder atau dokumentasi dari satuan-satuan operasional Polda Sulawesi
Tenggara, selanjutnya data dokumentasi ini diperkuat dengan wawancara dari masing-

masing satuan sesuai dengan fungsi tugas masing-masing. Dokumentasi digunakan
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untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat
di Sulawesi Tenggara. Selanjutnya wawancara digunakan untuk menjaring data yang
belum dapat diakses melalui dokumentasi. Dengan demikian dokumentasi digunakan
sebagai petunjuk dalam menyusun dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dalam
wawancara.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat’kualitatif. Sesuai
dengan sifat penelitian tersebut, maka data dan bahan utama yang digunakan adalah data
yang diperoleh di lapangan, untuk kemudian didukung‘dengan data dari dokumen-
dokumen yang berkaitan. Guna memudahkan pencarian data, selengkapnya prosedur dan
langkah-langkah dalam pencarian data akan sfienempuh tahap-tahap sebagai berikut.

a. Penelitian ini akan dimulai dengariinventarisasi data sekunder dengan mengacu pada
permasélahan penelitian ini.

b. Dari data sekunder ini,;Sebuah draf kasar mengenai pelaksanaan tugas operasional
polri dalam upaya, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah
hukum Polda Sulawesi Tenggara akan bisa dirumuskan secara tentatif,

c. Atas dasar draf kasar ini, sebuah angket dan pedoman wawancara bisa dirumuskan
untuk mengungkap pelaksanaan tugas operasional polri dalam upaya pembinaan

keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Tenggara.

d. Selanjutnya analisis data dilakukan guna menjawab permasalahan penelitian ini.
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E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah mengelompokkan, membuat suatu
urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Data
yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Analisis data kualitatif terdiri
dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Sehubungan dengan itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teknik analisis data model interaktif (interactive model-of analysis ) yang
dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992:15-20) yang terdiri atas 3 komponen
analisis yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam tahap ini data yang diperoleh dsri-lokasi penelitian dituangkan dalam uraian
atau laporan yang terinci dan Jéngkap;, dilakukan proses pemilihan, pemusatan
perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan yang tertulis-dirlapangan. Kegiatan dalam reduksi data ini berarti suatu
bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu
dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat
ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data atau Display Data.
Penyajian data atau display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
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Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk
kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus
sepanjang proses penelitian. Penarikan kesimpulan bukan sesuatu yang berlangsung
linier, melainkan merupakan suatu siklus yang interaktif, karena menunjukkan
adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk memahami atau mendapatkan
gambaran dan pengertian yang mendalam, komprehensif, yarg rinci mengenai suatu

masalah sehingga dapat melahirkan suatu kesimpulamyang induktif.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Berdasarkan uraian temuan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan
bahwa:

1. Tugas operasional Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam menciptakan
keamanan dan ketertiban masyarakat belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari
meningkatnya sejumlah kasus seperti pencurian dan pemberatan naik 85 kasus
dan pencurian kendaraan bermotor naik 18 kasus dari tahun\2006 hingga tahun
2007, kasus illegal loging walaupun mengalami pefiumunan tatapi frekwensi
kejahatan ini masih tergolong tinggi, meningkatnya Korban kecelakaan lalu lintas
baik yang meninggal dunia, luka berat maupun juka ringan.

2. Hambatan pelaksanaan tugas operasional Poida Sultra adalah (1) terbatas sumber
daya manusia aparat kepolisian."Hal\ini di satu sisi berdampak pada tingginya
pelanggaran dalam tubuh képolisian itu sendiri. Tercatat pada tahun 2006 yaitu 10
orang pelanggaran pidand,” 244 orang pelanggaran disiplin dan 6 orang
pelanggaran profesi dan pada tahun 2007 yaitu 15 orang pelanggaran pidana, 275
orang pelanggaran disiplin dan 8 orang pelanggaran profesi. Di sisi lain,
berdampak pada rendahnya kinerja ataun profesionalitas dari aparat kepolisian
dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. (2) kondisi
geografis wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang
sulit dijangkan dalam waktu yang singkat serta terbatasnya sarana komunikasi

antar pulau. Hal ini mengakibatkan lambannya pelayanan, pengayoman dan
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perlindungan aparat kepolisian kepada masyarakat. (3) Terbatasnya fasilitas
sarana dan prasarana schingga menghambat tugas operasional Polda dalam
menjamin Kamtibmas.

3. Strategi Polda Sultra dalam menciptakan Kantibmas adalah (1) melakukan
penindakan secara tegas kepada aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran,
(2) melakukan kemitraan dengan sejumlah elemen masyarakat baik dengan
Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama melalui jalur (a) K31
(Komunikasi Kendali Komando dan Informasi), (b) Forum Silaturahmi
Kamtibmas, (c) Memanfaatkan petugas Babin Kamtibmas, (d) adanya perpolisian
masyarakat, dan (e) jalur komunikasi sosial yang ada-di lingkungan masyarakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atds, penulis dapat menyarankan beberapa
hal guna meningkatkan pelaksanaan tugas gperasional Polda Sulawesi Tenggara.

1. Kebijakan tugas-tugas operasional kepolisian perlu ditingkatkan guna mencegah
dan menangulangi menirigkatnya tingkat kejahatan di Sulawesi Tenggara.

2. Perlunya Kebijakan pehingkatan anggaran Operasional Kepolisian dan anggaran
biaya pengembangan sumber daya manusia aparat Kepolisian guna meningkatkan
profesionalitas’ pelayanannya kepada masyarakat dalam menanggulangi
kriminalitas.

3. Perlunya Polda Sultra membentuk pos-pos pemantauan pada daerah-dacrah rawan
dan meningkatkan jumlah personil satuan pengamanan di luar institusi Kepolisian
dalam hal ini rekruitmen Satpam dan Polisi Pamong Praja guna meningkatkan

pelayanan akan rasa aman kepada masyarakat.
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Lampiran 1. Riwayat Hidup Peneliti

Suardi lahir 09 Februari 1966 di watansoppeng/ Kabupaten
Soppeng Prov. Sulawesi Selatan. Putra pertama dari tiga
bersaudara hasil pernikahan Basri dan Pising. Menikah
dengan Syamsiah, S.pd 25 Februari 2002 dan dikaruniai tiga

AN orang anak tercinta Eka Meilianasari Syamsuardi(P),
e 4. Dwirriska Aprilianasari  Syamsuardi(P),  Trimarch

Ma - O Fachrimuhammad Syamsuardi(L).

N v 1 : Tamat SD (1979), di SD Negeri 4 Kasti Kabo. Kab. Maros,
SMP (1982) di SMP Negeri 1 Kab. Maros , SMA (1985) di SMA Negeri 285 Kab.
Maros jurusan IPS. Tahun 1986/1987 pendidikan Bintara Kepolisian di SPN batua
makassar dengan pangkat Serda/ Brigadir Polisi, di tugaskan di wilyah Sulawesi
Tenggara. Tahun 2000/2001 pendidikan perwira Kepolisian di Secapa Sukabumi
Jawa Barat dengan pangkat IPDA/ Inspektur Polisi di'tugaskan kembali di wilayah
Sulawesi Tenggara, Kesatuan Polda Sultra masuk perguruan tinggi swasta, Strata satu
di Universitas Sulawesi Tenggara pada(Fakultas Sospol, Jurusan Komunikasi,
Porogram studi ilmu penerangan, tamat Sarjana(1966), masuk perguruan tinggi
Sulawesi Tenggara pada Fakuitas Hukum jurusan/ program studi ilmu Hukum, tamat
Sarjana(2000). Melanjutkan , studi di Pascasrjana Program Studi Magister
Administrasi Publik Universitas terbuka Negeri, ke45 pada UPBJJ UT Kendari,
tamaw(2008), pelatihan dan organisasi yang pernah diikuti pertama, pelatihan Bintal
Fungsi pimpinan-di' Makassar (2002). Kedua, pelatihan pengaawasan pendekataan
agama(2002). Ketiga, Seminar HIV/ Aids di Hotel Cendrawasih Kendari (2003).
Keempat, seminar studi in Australia (2007). Kelima, Seminar pendidikan Fisika /
menyelesaikan soal dan permasalahan tanpa rumus pemateri, Prof. Johaness Surya
P.h.D. Aula FKIP Universitas Haluoleo Kendari(2007). keenam Pembina Perguruan
Tinggi D1/D3 Lepmikom Kendari (2002). Ketujuh, Ketua Koni Kec. Bondoala Kab.
Konawe-Kendari (2003). Kedelapan, Pembina Pramuka Saka Bhayangkara, Polresta
Kendari (2002). Kesembilan, Ketua umum perayaan HUT 1 Kec. Bondoala (2003).
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Kesepuluh, Sekretaris Umum Porda IX tahun 2001 cabang olahraga Bola Volly yang
dilaksanakan di Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara (2001). Kesebelas, Team
penyuluhan Narkoba , badan narkotika Daerah Sultra (2004). Kedua belas, Team
Siding Komisi Kode Etik Polri kepada Anggota Polri yang melakukan pelanggaran
kode etik Polri (2005-sekarang).
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Lampiran 2. Daftar Informan

1. Nama Yunus Sibau, SH, Pangkat Arjun Komisaris Polisi (AKP) Jabatan
Kasubbid Paminal Bidang Profesi dan pengamanan Polda Sulawesi Tenggara.

2. Nama Jufri, Pangkat Inspektur Polisi Tingkat Dua (IPDA) Jabatan Perwira urusan
Administrasi Bidang Reserse Kriminal (Reskrim) Polda Sulawesi Tenggara.

3. Nama Ridwan, SH, Pangkat Arjun Komisaris Polisi (AKP) Jabatan Perwira Staf
bidang Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Sulawesi Tenggara.

4. Nama Hasbullah, Pangkat Arjun Komisaris Polisi (AKP) Jabatan Kepala Urusan
Administrasi (Kaurmin) Bidang Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara:

5. Nama Anwar Toro, Pangkat Arjun Komisaris Polisi (AKR) Jabatan Perwira Unit
Il (dua). Satuan Narkoba Bidang Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya
(Narkoba) Polda Sulawesi Tenggara.

6. Nama Tasri, Pangkat Arjun Komisaris Polisi, (AKP) Jabatan Kepala Urusan
Administrasi (Kaurmin) Bidang Pembifidan Kemitraan (Binamitra) Polda
Sulawesi Tenggara.

7. Nama Bismar, Pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Jabatan Kepala Sub Bagian
Perencanaan (Kasubbagrer() Bidang Samapta Polda Sulawesi Tenggara.

8. Nama La Juna, S.Sos, Paigkat Inspektur Polisi Tingkat Satu (IPTU) Jabatan
Perwira Urusan« administrasi (Paurmin) Bidang Personalia Polda Sulawesi
Tenggara.

9. Nama Joko Santoso, pangkat Kombes Polisi Jabatan Karo Binamitra Polda
Sulawesi Tenggara
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Lampiran 3. Informan Berasal Dari Mitra Kerja Polri

1. Nama Nurdin pckerjaan wiraswasta Jabatan dalam masyarakat sebagai tokoh
masyarakat menjalin hubungan dengan aparat Kepolisian dalam rangka
menciptakan keamanan dalam masyarakat memberikan Informasi gangguan
Kamtibmas yang terjadi

2. Nama Kasau pekerjaan wiraswasta melakukan kegiatan Ketertiban masyarakat
dalam rangka menciptakan keamanan ketertiban masyarakat

3. Nama Muh. Ramli perkerjaan jualan Sembako di Jalan R. Suprapto Kota kendari
kegiatan pos keamanan lingkungan atau ronda malam

4. Nama Hayati sebagai masyarakat forum /Kemitraan Polisi masyarakat
mengaktifkan kegkerjaan Tbu Rumah Tangga™ scbagai warga masyarakat
Kecamatan Baruga Kota Kendari yang-bermiukim di sekitar sungai wangu

5. Nama Yuli pekerjaan wiraswasta Jabatan dalam masyarakat sebagai Ketua
perkerjaan Tbu Rumah Tangga s¢bagai warga masyarakat kecamatan Baruga Kota
Kendari yang bermukim di sekitar sungai wangu

6. Nama La Ode-Dauda Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kambu
Kecamatan Kambu Kota Kendari

7. Nama Muh. Akbar Pekerjaan Petani, Jabatan di Masyarakat sebagai tokoh
Masyarakat Kec. Andounohu Kota Kendari

8. Nama La Mokui PNS Dinas Kehutanan Kota Kendari melakukan kerjasama
dengan aparat Kepolisian dalam rangka menjaga kelestarian hutan dari berbagai

kerusakan yang diakibatkan oleh manusia

117

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41109.pdf

9. Nama Syamsuddin pekerjaan swastawira jabatan dalam masyarakat sebagai tokoh
masyarakat membina warga untuk tertib berlalu lintas di Jalan umum.

10. Nama La Ode Muhamadin pekerjaan satuan pengamanan yang telah dididik oleh
Polisi dalam Rangka meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas

pengamanan
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Lampiran 4. Masyarakat Yang Terkena Dampak

1. Haji Kasau, Pekerjaan Jualan Emas di Jalan Lasandara Kec. Mandonga
merasakan ketertiban masyarakat yang di dukung kegiatan pemolisian masyarakat

2. Muh Ramli, pekerjaan jualan Sembako di Jalan R.SupraptoKec.Puwatu
merasakan tertib di lingkungan masyarakat digiatkan FKPM (Forum Kemitraan
Polisi Masyarakat)

3. Haji Nalullah, pekerjaan pengusaha di Jalan R.Martandinata Kec. Kendari
merasakan keamanan lingkungan digiatkan kegiatan Pos Keamanan lingkungan
atau Ronda Malam

4. Syamsuddin S.H, Pekerjaan jualan pakaian di Jalan Poros ‘Andounohu Kec.
Poasia merasakan ketentraman dimasyarakat karena kegiatan Babinkamtibmas
(Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban masyarakat) berjalan dengan tertib

5. Adb Hafid, perkerjaan Sopir angkutan umium ‘términal Baruga Jalan Wolter
Mongosidi Kec. Baruga merasakan k¢tertiban parkir kendaraan di terminal
adanya mitra kerja para sopir dengan\petugas Polri yang ditugaskan di terminal
(Brigadir Kepala Saharuddin Musa)

6. Afiluddin S.H, Pekerjaan Pengacara di Jalan Ahmad Yani Kec. Kadia merasakan
Keakraban dalam maSyarakat adanya kegiatan FSK (Forum Silaturahmi
Kamtibmas)

7. Muh. Albar SE, pekerjaan Sales Sembako di Jalan Poros Moramo Kec. Abeli
merasakan ketertiban masyarakat yang didukung kegiatan pemolisian masyarakat

8. Muh. Yusran S.E, Pekerjaan Wiraswasta di Jalan Hasanuddin Kec. Kendari Barat
merasakan ketentraman di masyarakat karena adanya FKPM (Forum Kemitraan
Polisi Masyarakat)

9. Sennang Hafid, pekerjaan Tukang Ojek di jalan Poros Andounohu Kec. Poasia
merasakan ketertiban di pangkalan Ojek, adanya kegiatan pemolisian masyarakat
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10. Mub. Jufri, pekerjaan wiraswasta di jalan Wolter Mongosidi Kec Baruga
merasakan tertib di lingkungan masyarakat digiatkan FKPM (Forum Kemitraan
Polisi Masyarakat)

11. Aladin SE, pekerjaan wiraswasta di Jalan Chairil Anwar Kec. Wua-wua
merasakan keamanan lingkungan di masyarakat adanya ronda malam

12. Andarias SE, Pekerjaan Karyawan BRI Kota Kendari di jalan R. Suprapto Kec.
Puwatu merasakan ketentraman di masyarakat adanya Forum Silaturahmi
Kiamtibmas

13. Muh Aras, pekerjaan wiraswasta di jalan Martandu Kec Poasia merasakan tertib
di lingkungan masyarakat digiatkan FKPM Kemitraan Polisi Masyarakat)

14. Jacnul S.Pd, Pekerjaan wiraswasta di jalan Ahmad Yani Kec-Kadia merasakan
ketentraman di masyarakat karena adanya pemolisian masyarakat

15. Haji Sugianto, pekerjaan Pengusaha di Jalan bandang Kec. Kendari merasakan
keamanan lingkungan adanya Forum Silaturahmii Kamtibmas
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Lampiran 5. Panduan Wawancara

1. Apakah kinerja Kepolisian dalam menjalankan tugas Kamtibmas dapat
memberikan rasa aman masyarakat?
2. Apakah Kepolisian dalam menjalankan tugas hanya menindak masyarakat sipil?

3. Apakah rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan dalam tugas
Operasional Kepolisian?

4. Apakah faktor sarana dan prasarana masih menjadi faktor penghambatan dalam
pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian?

5. Apakah jumlah personil yang ada sudah memadai dalam menegakkan Kamtibmas
di Sultra?

6. Kejahatan-kejahatan apa saja yang menonjol dalam yang menggangu ketertiban
masyarakat di Sultra?

7. Apakah Kepolisian bermitraydengan masyarakat dalam menjalankan Kamtibmas

di Sultra

121

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



14/41109.pdf

Lampiran 6. Transkrip Hasil Wawancara

No Informan Hasil Wawancara
1 | AKP Yunus 1. jenis-jenis pelanggaran disiplin kepolisian adalah semua jenis
Sibau, S.H perbuatan yang dinyatakan tidak boleh dilanggar dalam kode etik

profesi kepolisian termasuk sumpah Polri, sedangkan jenis
pelanggaran pidana adalah segala perbuatan pidana yang
merugikan pihak lain yang diatur dalam perundang-undangan kitab
Undang-undang hukum pidana termasuk penganiayaan,
pembunuhan, penipuan, dan lain-lain (Wawancara, 15 Desember
2008). .

2. Sebaran pangakat sub bidang Propam Polda Sultra yaitu pangkat
Perwira Menengah, 1 orang, Perwira pertama 6 orang dan 55 orang
Bintara, (Wawancara, 15 Desember 2008).

3. Pemberhentian dengan tidak hormat bagi oknum personil Polri
yang melakukan pelanggaran menunjukkan bahwa Kepolisian dan
upaya menegakkan hukum tidak pilih kasih. Disaniping itu, hal ini
dilakukan untuk menjaga citra kepolisian sebagai pelindung, dan
pengayom masyarakat. Polisi harus taatpada peraturan termasuk
menjunjung tinggi kode etik profesi-Poiri.dan sumpah prajurit,
(Wawancara, 15 Desember 2008).

2 | IPDA Jufri Menurunnya angka tindak pidand ddri tahun 2006 hingga tahun 2007

disebabkan oleh adanya kerja'keras\Kepolisian Dacrah Sulawesi

Tenggara. Kepolisian terus meningkatkan kegiatan penyelidikan dan

pengamanan kegiatan masyarakat serta melakukan Patroli baik di

darat maupun di laut. Disamping itu, kepolisian menempatkan

petugas kepolisianpada daerah-daerah tertentu yang dianggap rawan
kriminalitas sehingga kasus-kasus tindak pidana dalam masyarakat
relatif berkurang: Kepolisian dalam mengantisipasi peristiwa ini,
senantiasd meningkatkan disiplin dan melancarkan kegiatan operasi-
operasi pelayanan masyarakat terutama pada hari-hari besar

keagamaat (Wawancara, 15 Desember 2008).

3 | Nurdin, Menurunnya angka kriminalitas tidak terlepas dari kerja sama antara

masyarakat dan Polisi. Masyarakat dengan tanggap melaporkan setiap

peristiwa hukum yang merugikan, baik itu pencurian kendaraan
bermotor, penganiayaan, pembunuhan maupun kejahatan lainnya.

Selanjutnya kepolisian mengambil langkah-langkah yang tegas dan

konkrit guna mengusut dan menindaklanjuti laporan yang masuk.

Laporan diidentifikasi dan dipelajari guna memberikan tindakan lebih

lanjut dalam rangka memberikan perlindungan keamanan kepada

korban pelaku kejahatan. Laporan yang masuk segera diusut tuntas

guna menghindari hilangnya barang bukti. Setiap laporan di

identifikasi kapan terjadi, dimana terjadi, siapa pelakunya. Sehingga

masyarakat merasa terlindungi dan terayomi dari tindakan-tindakan

kejahatan ini (wawancara, 20 Desember 2008).

4 | AKPRidwan | Kekuatan personil operasional intelkam kepolisian Polda Sultra

SH berjumlah 70 orang yang terdiri dari unsur pimpinan 1 orang,

perwira menengah 4 orang, perwira pertama 5 orang, bintara 57
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orang dan Pegawai Negeri Sipil Polri 3 orang, (wawancara, 17

Desember 2008)

5 | AKP 1. faktor penyebab tingginya angka pelanggaran lalu lintas di

Hasbullah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah :

c. Faktor manusia yaitu kurangnya kesadaran hukum manusia
sebagai pengemudi yang berakibat tidak disiplin dan kurang
mematuhi peraturan yang berakibat tidak disiplin dan
kurang mematuhi peraturan yang ada merupakan faktor
utama terjadinya pelanggaran lalu lintas.

d. Keadaan sarana dan prasarana yaitu terbatasnya sarana
angkutan dan penempatan rambu-rambu lalu lintas yang
kurang tepat atau tidak jelas lagi sangat berpengaruh
terhadap pengemudi sehingga mengakibatkan pelanggaran
lalu lintas (Wawancara, 20 Desember 2008).

2. unsur-unsur kecelakaan lalu lintas adalah:

5. suatu kejadian bukan disengaja, melainkan kurang hati-
hati atau kelalaian,

6. terjadi pada salah sahi _oatau” kedua belah pihak
melaksanakan gerak pindah‘atau berlalulintas dengan
kendaraan/alat penggérak.

7. Terjadi di jalan umum dan
8. berakibat kematian, luka-luka atau kerusakan benda
(Wawancdra, 20 Desember 2008).

. faktor-faktorterjadinya kecelakaan lalu lintas, yakni;

Faktor kendaraan yaitu disebabkan karena ban pecah, ban
gundul, kerusakan rem, kerusakan versenelling, kerusakan
pada sistem kemudi, AS/Kopel lepas, tidak berfungsinya
lampu, dan tidak berfungsinya klakson.

6. Faktor geometrik permukaan jalan yang kurang baik, desain
persimpangan, atau tikungan jalan yang kurang memadai,
terbatasnya pemasangan rambu-rambu marka jalan, dan
tanda jalan disamping kurang informatif karena pemasangan
yang kurang lengkap, kerusakan jalan yang terlalu lama
tidak diperbaiki dan adanya beberapa ruas jalan yang
tergenang air bila hujan.

7. Faktor manusia yaitu meliputi ulah pemakai jalan sendiri,
seperti tindakan-tindakan memberi ruang pelanggaran
kecepatan, mendahului pada waktu belum aman, kondisi
pengemudi yang letih, mengantuk atau mabuk, tidak bisa
mengendalikan kendaraannya dengan baik, pejalang yang
kurang hati-hati sewaktu menyeberang jalan, atau berjalan

W
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terlalu ke tengah jalan.

8. Faktor lingkungan yaitu lalu lintas campur antara mobil
cepat dan lambat, interaksi antara kendaraan dengan pejalan
kaki, belum efektifoya pengawasan dan penegak hukum,
keadaan gelap, hujan, kabut, asap dan lain-lain (Wawancara,
20 Desember 2008).

4. Korban kecelakaan lalu lintas paling tinggi di dominasi oleh -
umur-umur muda di bawah 25 tahun. Pada usia ini pemikiran
atau emosi belum dapat dikendalikan dengan sempurna
sehingga tidak sedikit yang menjadi korban. Tindakan saling
mendahului atau ngebut-ngebutan di jalan masih menjadi
tontonan yang biasa dilakukan. Terutama pada malam harni
paling sering terjadi kecelakaan lalu lintas (Wawancara, 20
Desember 2008).

5. setiap orang diwajibkan untuk mematuhi perintah atau
petunjuk yang diberikan oleh pejabat Polisi.'Selanjutnya
apabila petugas Kepolisian dan Din4s Laltt Lintas Angkutan
Jalan telah melaksanakan tugas, akan tetapi masih angka
tingkat pelanggaran masih tinggi©l¢h undang-undang
memberikan wewenang kepada petugas untuk mengadakan
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan untuk:

a. menghentikan kendaraan bermotor,

b. meminta keterangan kepada pengemudi, dan

c. melakukan pemériksaan terhadap surat izin mengemudi, surat

tanda nomor kendaraan, tanda nomor kendaraan bermotor atau

tanda coba kéndaraan bermotor (Wawancara, 20 Desember

2008).
6 | AKP. Anwart | KasusNarkoba yang sudah tangani Kepolisian adalah sabu-
Toro sabu, ¢kstasi, ganja kering, obat anfotamin yang mengandung

psikotropika, dan pelakunya adalah kalanagan pelajar, remaja,
dan orang dewasa. Sudah dapat dipastikan bahwa kejahatan
Narkoba telah merusak akhlak dan mental generasi Bangsa
sebagai penerus pembangunan di negeri ini (wawancara, 18

Desember 2008).
7 |IPTULa 1. guna menjaga kekosongan jabatan dan dalam rangka
Juna, S.Sos memantapkan kinerja kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara,

maka kepolisian melakukan seleksi penerimaan baik untuk
penerimaan Bintara, Taruna/Taruni maupun seleksi
pendidikan dalam internal kepolisian seperti pendidikan
Sespati, Sespin, dan Setukpa (Wawancara, 20 Desember
2008).

2. Menurut Kepala Bidang Operasional Personalia Polda Sultra
bahwa: semakin tinggi tingkat pendidikan personil kepolisian
sangat menentukan kualitas sumber daya manusia, karena
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semakin tinggi pula pengetahuannya, dengan demikian akan

mempengaruhi perilaku seseorang dalam menjalankan tugas.

Hal ini berarti faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap

kedisiplinan personil dalam menjalankan tugas keamanan

dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Tenggara (IPTU La

Juna, S.Sos).

8 | Joko Santoso | kondisi geografis wilayah Sulawesi Tenggara yang terdiri dari

kepulauan menjadi hambatan bagi pelaksanaan tugas-tugas

kepolisian. Keadaan ini diperparah lagi dengan hubungan
komunikasi antar pulau yang sangat sulit untuk di deteksi.

Schingga biasa laporan masyarakat terlambat diketahui dan

ditindaklanjuti oleh kepolisian. Biasa korban sudah 2 — 3 hari

baru di ketahui sementara pelaku kejahatannya sudah melarikan |
diri diberbagai tempat yang sangat sulit dideteksi oleh pelaku.

Sehingga banyak kasus yang masuk di lambat diungkap oleh

kepolisian karena kesulitan untuk melacak pelaku serta alat-alat

bukti sebagai petunjuk dalam memeriksa pelaka kejahatan yang

sangat terbatas (wawancara, 20 Desember 2008).

9 | IPDA Jufri 1. bila dilihat dari perbandingan pérsonii anatara kepolisian
dengan jumlah penduduk sebenamya sudah cukup memadai.
Karena dari segi rasio perbandinigan yaitu 1 : 8. artinya satu
orang polisi dapat mengawasi-8 orang anggota masyarakat.
(wawancara, 20 Desemiber2008).

2. fasilitas sarana dai prasarana yang memadai sangat
membantu dalam menjalankan tugas keamanan dan
ketertiban masyarakat dari berbagai lini bidang tugas, baik
operasional? lialu Lintas, Reserse, Narkona, Bina Mitra,
operasional personil, Samapta, Propam maupun Intelkam.
Faasilitas ini dapat membantu mempercepat proses pelayanan
bagi masyarakat. Namun demikian kondisi sarana dan
prasarana oprasional Polda Sultra masih belum memadai
guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat
(wawancara, 20 Desember 2008).

10 | Kasau pemolisian masyarakat sangat menunjang upaya terciptanya

Kamtibmas. Hal ini disebabkan, disamping masyarakat menjaga

dirinya sendiri dari unsur kejahatan, juga dapat menjadi ujung

tombak kepolisian dalam mengakses adanya informasi adanya

kejahatan dalam masyarakat (wawancara, 23 Desember 2008).

11 | Muh. Ramli | bahwa Kecamatan Powatu, merasakan tertib di lingkungan

masyarakat digiatkan oleh Forum Kemitraan Polisi Masyarakat

(FKPM). Beberapat kegiatan forum antara lain, pengaktifan

kegiatan pos keamanan lingkungan atau ronda malam, dan

sambang kunjung kepolisian bersama dengan pemerintah
setempat yakni Lurah, dan Camat beserta tokoh agama dan
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masyarakat (wawancara, 23 Desember 2008).

12 | AKP Tasri 1. bahwa fungsi Polisi Pamong Praja adalah membantu tugas
kepolisian dalam hal menegakkah peraturan daeah Kota
Kendari, kegiatan penyidik PPNS, melakukan pengawasan
terhadap kendaraan dinas, pada kegiatan, melaksanakan
patroli dalam rangka penegakan disiplin PNS yang
berkeliaran, dan memberikan pengawalan kepada Gubernur
atau pejabat lainnya (wawancara, 20 Desember 2008).

2. kegiatan pemeriksaan, penertiban kawasan hutan, kegiatan
patroli hutan dan kegiatan penjagaan kawasan hutan
dilakukan guna menjaga keberlangsungan hutan dari berbagai
kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Pelaksanaan tugas
ini semakin intens dilakukan bila di ketahui terjadi
pengolahan liar atau tanpa surat izin dari pemerintah
setempat dikawasan-kawasan tertentu yang wajib dilindungi
(Wawancara, 20 Desember 2008).

13 | La Mokui dalam menjaga kelangsungan konservasihutan masyarakat

diarahkan pada upaya penanaman jati, Pemerintah menyediakan

bibit dan didistribusikan kepada niasyarakat secara gratis untuk
ditanam guna menjaga kelestarian hutan yang ada. Keterlibatan
kepolisian dalam proyek Gefakan/Penghijauan Nasional

(GERHAN) ini adalah dalam pengamanan pengadaan

pembibitan dan penyaliran pada tempat-tempat tujuan

(Wawancara, 20 Déesember 2008).

14 | Syamsuddin | pengaturan kendaraan diarahkan pada upaya keteraturan dalam

berlalulintas, di samping itu untuk mengurangi terjadinya

korban kecelakaan yang merugikan masyarakat. Pengalaman
menunjukkan bahwa adanya pengaturan berlalulintas,
pengawalan dan berdirinya pos-pos pemantauan lalulintas
dalain kota maupun luar kota telah mencegah dan mengurangi
resiko kecelakaan yang terjadi. Melalui pos pemantauan aparat
keamanan dapat melakukan pembinaan langsung di lapangan
bila terjadi pelanggaran seperti kelebihan beban muatan
kendaraan maupun pengurangan terhadap tingkat kecepatan

rata-rata kendaraan (Wawancara, 20 Descmber 2008).

15 | La Ode 1. pelatihan-pelatihan yang diberikan Polri kepada peserta

Muhammadin didik/latih adalah untuk meningkatkan kemampuan dan

keterampilan petugas dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Materi pelatihan antara lain meliputi ketangkasan dalam

melakukan mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran, cara

pengamanan hingga tehnik penangkapan. Sehingga dalam
melakukan tugas tidak terjadi kesalahan yang dianggap
melanggar Hak Asasi Manusia (wawancara, 20 Desember

2008).
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2. pelatihan yang diperoleh dari Kepolisian sangat membantu
dalam melakukan tugas-tugas pengamanan. Materi pelatihan
baik secara teoritik maupun keterampilan praktik berupa
kegiatan baris berbaris, teknik melompat dari atas kendaraan,
dan teknik menangkap. Jadi pada prinsipnya latihan dapat
meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas
pengamanan (wawancara, 20 Desember 2008).

16 | Ibu Hayati bantuan masyarakat dalam meringankan beban penderitaan

korban bencana banjir sangat berarti, baik itu dari masyarakat

yang dengan kesadarannya memberikan uluran tangan maupun
petugas Satuan Reaksi Cepat (SAR) yang terlatih terutama
dalam kegiatan evakuasi masyarakat (Wawancara, 20 Desember

2008).

17 | Yuli dalam rangka mengurangi resiko bencana banjir pada setiap

musim hujan, Kepolisian Daerah Sultra bekerja sama dengan

kelurahan setempat telah melakukan kegiatan pényuluhan
kepada masyarakat tentang pentingnya raenjaga kelestarian
hutan disekitar dan menjamin kebersihan)sungai dari
pembuangan limbah rumah tanggd. Kegiatan ini dilaksanakan
dalam penyuluhan sehari di Kantor Kelurahan Baruga pada
bulan Maret 2007. Peserta pényulvhan adalah masyarakat
setempat terutama yang tinggal di sekitar sungai (Wawancara,

20 Desember 2008).

18 | AKP Tasri, a. bahwa peran tokoh.fasyarakat dalam membina keamanan

dan ketertiban maSyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini

disebabkan ‘oleh karena kewibawaan yang dimiliki tokoh |
masyarakat | dapat menjadi panutan bagi masyarakat
sekitarnya.” Tokoh masyarakat dapat menyelesaikan
niasalah-masalah sosial, menyelenggarakan pertemuan,
meldkukan koordinasi dengan kepolisian, dan berbagai
kegiatan gotong royong dalam masyarakat (Wawancara, 20
Desember 2008)

bahwa kepolisian dalam menjalankan tugasnya bukan saja
dalam hal penindakkan secara fisik dilapangan, akan tetapi juga
melakukan bimbingan mental kerohanian bekerja sama dengan
tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah
setempat. Sehingga dengan demikian keamanan dan ketertiban
masyarakat dapat terbina dengan baik. Aparat Kepolisian dalam
kegiatan ini, misalnya bekerjasama dalam rembuk kampung
yang dicanangkan oleh Pemerintah Walikota Kendari. Dalam
kegiatan ini, kepolisian sesuai dengan tugas dan fungsinya
membantu memfasilitasi terutama dari aspek keamanan
masyarakat. Masyarakat dalam kegiatan ini cukup antusias
karena melalui forum rembuk kampung dapat bertatap muka
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langsung dengan pejabat pemerintah walikota, serta unsur-unsur -
tokoh agama dan tokoh masyarakat. Aparat kepolisian
senantiasa mencermati berkembangnya pengajian-pengajian

| yang dipandang memecah belah persatuan dan kesatuan. Oleh
karena itu, adanya organisasi-organisasi yang dianggap sesat
dalam melakukan bimbingan mental kerohanian, aparat
kepolisian melakukan tindakan pembinaan agar pola
pendidikannya sesuai dengan ajaran agama masing-masing

(Wawancara, 20 Desember 2008).
19 | LaOde kegiatan Biro Binamitra Polda Sultra dalam masyarakat yang
Dauda, dirasakan masyarakat adalah kegiatan ronda malam dan gotong

royong pada setiap hari jumat. Waktu pelaksanaan gotong
royong dua jam pada setiap harinya, namun demikian
manfaatnya cukup dirasakan dan nampak hasilnya berupa
kenyamanan dan kebersihan lingkungan. Sasaran kegiatan
seperti perbaikan drainase dan pembersihan/pemptongan
rumput di sepanjang jalan dan vasilitas umum lainnya

| (Wawancara, 15 Desember 2008).

20 | Muh. Alber, | bahwa kegiatan ini bukan hanya bérdampak pada pembinaan
mental kerohanian masyarakat, akan tetapi telah membuka
ruang komunikasi antara perfierintah dan masyarakat secara
langsung. Masyarakat (jamaah)) secara langsung dapat

| menyampaikan saran-saran yang kontruktif bagi pemerintah dan
pemerintah dapat méngetahui aspirasi masyarakat secara
langsung dari hasil-hasil pertemuan tersebut (Wawancara, 15
Desember 2008),
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Perihal : Izin Penelitia v Kendari

Berdasiurkan Surat Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka
Kendari Nomor : 2575/H31.48/KM/2008 tanggai 6 November 2008 perihal tersebut di
atas, maka pada prinsipnya kami menyetujui memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : SUARDM

No. Pokok : 014937676

Jurusan/Prog. Swiai’  : Magister Admimistrast Publik (MAF)

Judul Penelitian : “Analisis Pelaksanaan Tugas Operasional Polri dalam Upaya

Pembinaan Kamiibmas Studi Kasus Di Wilayah Polda
Sulawesi Tenggara.”
Lokasi Peneliti an : Di Kantor Polda Sultra.

Waktu Penelitiaan : Berlangsung mulai tanggal 10 November 2008 sampai selesai.

Untuk miengadakan Penelitian di DueralyWilayah yang Bapak/Saudara Pimpin,
dengan memperhatikan hal-hal sebagai serikut :
1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketértiban serta mentaati perundang-undangan
yang berlaku.
Tidak mengiadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semule.
Dalam setiup kegiatan dilanzngan, agas’ pihak Peneliti senantiasa Xoordinasi dengan
pemerintah setcmpat.
Wajib menghormat: Adatdstiadat'yang berlaku di daerah setempat.
Setelah selesal pelakdemeensya apar melaporkan basilnva kepada Gubemur
Sulawesi Te:nggara Ub.\Kepala Badan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Khusus Instansi/Badan/Lembaga Fungsional Litbang dan Pasca Sarjana (S2)
sebelum Frnal.Report /' Ujian meja diminta untuk Mempresentasikan fhasif
penelitianny-a.
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An. KEPALA BADAN RISET DAERAH
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Kabid Sumber Daya Alapz,

Drs. LA PQAROBDINI
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Nip. 590 0¢7 088

embusan:
Gubernur Sulawesi Teng gara (sebagai iaporar.) di Kendari:
Kcepala UPBRI-UT Kendlari di Kendari;
Kepala Badan Kesbang *>rov. Sultra di Kendari;
) Matasisva yang bersan g:kutan.
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